








       Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak saksi dalam 
perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan maka dapat 
disimpulkan bahwa pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap 
pemeriksaan di pengadilan sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak-
pihak yang turut serta dalam tahap pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan 
hak-hak saksi yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum  Acara 
Pidana yang dalam hal ini Hakim, Jaksa, dan Advokat. Hal ini dapat dilihat 
dari turut serta pihak-pihak tersebut untuk memenuhi hak-hak dari saksi 
dengan memberikan bantuan-bantuan bagi saksi demi kelancaran proses 
pemeriksaan di pengadilan, namun dalam pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Saksi dan 
Korban masih ada beberapa kesulitan pada pasal-pasal tertentu yang dialami 
oleh pihak-pihak Penegak Hukum yaitu mengenai kewenangan 
melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan 
terhadap Saksi yang terdapat pada Pasal 12 Undang- Undang Nomor 13 






Korban, Pasal 11 ayat (3) mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban tidak berada di setiap daerah yang seharusnya memiliki perwakilan 
disetiap daerah dan sifat yang pemilih yang tidak secara jelas dicantumkan 
dalam kriteria saksi menurut Pasal 5 Ayat (2) agar haknya yang terdapat 
pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat 
terpenuhi, Keterbatasan bantuan yang dapat diberikan oleh penegak hukum, 







      Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pemenuhan hak saksi 
dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah 
pemerintah untuk mendukung pemenuhan hak saksi perlu membuat suatu 
aturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan melaksanakan 
Undang-Undang Perlindungan terhadap Saksi bagi pihak penegak hukum 
yang secara langsung bertemu dengan Saksi untuk memaksimalkan 
Pemenuhan hak saksi dan meminimalisir keterbatasan bantuan yang dapat 
diberikan kepada Saksi. Perlu adanya penempatan LPSK di daerah-daerah 
agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi dapat dilaksanakan di setiap 
daerah agar dapat menghemat waktu dan biaya agar sesuai dengan Pasal 11 
ayat  (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlunya klasifikasi yang 
jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 dalam kriteria saksi menurut Pasal 5 Ayat (2) agar 
haknya yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) untuk menentukan syarat 
perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK melalui sifat penting dan 
tingkat ancaman yang membahayakan bagi saksi agar dapat terpenuhi 
perlindungan saksi. Serta perlunya dilakukan penyuluhan bagi warga 
masyarakat mengenai perntinganya menjadi saksi  dan mengenai hak-hak 







 Alfitra, 2012,Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Perdata, Dan Korupsi, Raih Asa 
Sukses, Depok. 
 
Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta. 
Kuffal, HMA, 2008, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang. 
Muhadar, Edi Abdulah dan Husni Thamrin, 2009, Perlindungan Saksi & Korban Dalam 
Sistem Peradilan Pidana, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya. 
 
Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung, PT. Citra 
Adytia Bakti. 
 
Riduan Syahrani, 2009, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti 
Bandung. 
 
Syaiful Bakhri, 2009, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, P3IH, Jakarta. 
 
Yahya Harahap, M, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, 
Jakarta, Sinar Grafika, 
 
Kamus 
Simorangkir, dkk. Kamus Hukum. Sinar Grafika, Jakarta 
Rocky Marbun, dkk. 2012, Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-
undangan Terbaru. Visimedia, Jakarta. 
 
Firdaus Sholihin, 2015, Kamus Hukum Kontemporer, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 
 
Peraturan Perundang-Undangan : 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Sekertariat Negara. Jakarta. 
 






Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik) 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 




kewajiban.html, diakses 24 Oktober 2016. 
 
  http://m.metrotvnews.com/news/hukum/9K5Gv6Bb-saksi-kasus-putu-mengaku-sempat-
diancam diakses 26 Oktober 2016. 
 
  https://www.merdeka.com/peristiwa/ada-saksi-diancam-kpk-bisa-minta-tanggung-jawab-
anas.html diakses 8 November 2016. 
 




dalam-perkara-pidana, diakses 15 Februari 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
61 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
63 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
